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lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku. 

 

Pasal 61 

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas 

Kelautan yang berasal dari penyesuaian nomenklatur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan belum 

memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus tetap 

melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang 

jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus paling 

lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai 

berlaku. 

(3) Dalam hal Pengawas Kelautan yang belum memiliki 

sertifikat pelatihan polisi khusus pada waktu yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka 

diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas 

Kelautan. 

 

Pasal 62 

Hasil kerja tugas jabatan yang telah dilaksanakan sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 

Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416). 

 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 63 

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku.  
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